BUPATI LAMPUNGSELATAN

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR | TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian
dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat;

b. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk
serta perkembangan ekonomi dan industri di
Kabupaten Lampung Selatan mengakibatkan
berkurangnya lahan pertanian pangan dikarenakan
beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi
non pertanian yang dapat mengancam daya dukung
wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan tidak sesuai lagi dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan di
atasnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 395),
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956




(Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja,
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan, sebagai Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia nomor 5280) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5185);

. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 /Permentan/
0T.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara




Menetapkan :

10.

11.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1043);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun
2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 398);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020
Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:




Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah menetapkan lahan pertanian pangan
berkelanjutan seluas 34.604 ha ( Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus
Empat Hektar) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
seluas 1.448 ha ( Seribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Hektar).

(2) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.

(3) Sebaran, luas dan peta spasial lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing
kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Sebaran dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing
desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang telah ditetapkan.

(2) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

(3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan terhadap pengalih fungsian lahan pertanian pangan
berkelanjutan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam
rangka:

a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek
Strategis Nasional; atau
b. terjadi bencana alam.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) huruf a, digunakan untuk pembangunan:

a. pertahanan dan keamanan nasional;

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta

api, dan fasilitasi operasi kereta api;

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga
listrik;
jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
tempat pembuangan dan pengelolaan sampabh;
rumah sakit Pemerintah /Pemerintah Daerah;
fasilitas keselamatan umum;
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tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah,;
fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

. cagar alam dan cagar budaya;

kantor Pemerintah /Pemerintah Daerah/desa;

penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi
tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan
rendah dengan status sewa;

prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah
Daerah;

prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;

pasar umum dan lapangan parkir umum,

s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar danf atau dikuasai
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik
negara, atau badan usaha milik daerah;

u. kawasan industri yang diprakarsai danlatau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik daerah;

v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik daerah;

w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik
negara, atau badan usaha milik daerah; dan

x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau

dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha

milik negara, atau badan usaha milik daerah.
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(2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan
untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang
ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana
pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
daerah.

(3) Dihapus.
(4) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
(1) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang

dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:




(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c¢ dilakukan dengan
memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.

Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh penilai yang ditetapkan oleh ketua pelaksana Pengadaan
Tanah.

Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan
penetapan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia
lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf d.

Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara

permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat

ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan

b. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24
(dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan
dalam kondisi siap tanam.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah,sehingga berbunyi:

(1)

(2)

(3)

Pasal 22
Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan
dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim
verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.

Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri dari :
a. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang pertanian;

b. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan

pembangunan daerah;

c. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang penataan ruang dan

pembangunan infrastruktur;




9.

d. instansi yang tugas dan fungsinya dibidang pertanahan; dan
e. bagian yang menangani masalah perekonomian.

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 26

(1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan
oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan

berkelanjutan.

(2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai jual obyek pajak
dan harga pasar.

(3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak
yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan
juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan
pertanian pangan berkelanjutan.

(4) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pembiayaan
pembangunan infrastruktur dilokasi lahan pengganti.

(5) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan
pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten instansi yang melakukan alih fungsi.

(6) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) didasarkan pada:
a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun
pada lahan yang dialih fungsikan; dan
b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada
lahan pengganti

(7) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 29, diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

11

Pasal 29

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
dilakukan sampai kecamatan, kelurahan dan desa.

Lampiran [ dan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kabupaten Lampung Selatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.




Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.
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% Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal /Q Jul 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
" pada tanggal 13 \fuu' 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
ikl [‘»/\

THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023
NOMOR.32.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR 01/1395/LS/2023




L.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR | TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN

PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

UMUM

Tujuan bernegara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi
dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan
peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab Negara, baik
pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Salah
satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan
bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi
manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal
28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten
Lampung Selatan telah dilakukan sejak tahun 2017 yang lalu melalui
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Namun
demikian sejak ditetapkannya Perda No. 08 Tahun 2017 tersebut hingga
sekarang atau dalam kurun waktu 5 tahun, berbagai dinamika
pembangunan yang telah terjadi memerlukan penyesuaian sekaligus
penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah tahun 2017 yang lalu, telah banyak lahan LP2B yang teralih
fungsi baik untuk pembangunan infrastruktur umum seperti
pembangunan jalan tol maupun alih fungsi yang telah dilakukan oleh
masyarakat untuk pembangunan perumahan tanpa melalui porses
perizinan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Selain itu, lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah
merubah beberapa ketentuan di dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Begitu juga
dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional No. 686/SK-
PG.03.03/X11/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah




Nasional Tahun 2019 telah memberikan data terbaru terkait posisi
spasial dan luasan lahan baku sawah termasuk di Kabupaten Lampung
Selatan.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan perlu membuat perubahan terhadap Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan. Hal yang perlu
dilakukan perubahan antara lain:

1. Sebaran dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)
Kabupaten Lampung Selatan pada setiap kecamatan di Kabupaten
Lampung Selatan dengan menggunakan data dasar yang bersumber
dari Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tentang
Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019;

2. Batas dacrah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten/Kota
lainnya di Provinsi Lampung, mengacu pada:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten
Lampung Tengah Provinsi Lampung (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Batas Daerah Kota Bandar Lampung Dengan Kabupaten Lampung
Selatan Provinsi Lampung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 49);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dengan Kabupaten
Lampung Timur Provinsi Lampung;

d. Berita Acara Kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah
Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran Nomor
024/1796/1.01/2021, Nomor 800/2126.1.01/V/2021.

3. Penyesuaian beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan dengan UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah merubah beberapa
ketentuan di dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan merubah beberapa
ketentuan di dalam UU No Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.
Angka 1
Pasal 7
Cukup Jelas.




Angka 2
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan Proyek Strategis Nasional adalah
proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan
Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya

penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Huruf b
Cukup Jelas.
Angka 3
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Dihapus.
Ayat (4)
Dihapus.
Angka 4
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Dihapus.
Angka S5
Pasal 11
Dihapus.
Angka 6
Pasal 15
Cukup Jelas.




Angka 7
Pasal 18
Cukup Jelas.
Angka 8
Pasal 22
Cukup Jelas.
Angka 9
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Angka 10
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
NOMOR : | TAHUN 2023
TANGGAL : \Q (ult 2023
J

A. Sebaran dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten

Lampung Selatan

Kecamatan LP2B LCP2B Total
1. Bakauheni 18 - 18
2. Candipuro 6.888 289,3 7.177
3. Jati Agung 2.806 15,2 2.821
4. Kalianda 2.974 182,7 3.157
5. Katibung 151 70,5 222
6. Ketapang 1.658 63,4 1.721
7. Merbau Mataram 662 27.5 690
8. Natar 4.482 138,5 4.621
9. Palas 5.416 89,1 5.505
10. Penengahan 962 97,9 1.060
11. Rajabasa 308 0,7 309
12. Sidomulyo 1.685 211,9 1.897
13. Sragi 2.023 30,0 2.053
14. Tanjung Bintang 761 174,7 936
15. Tanjungsari 249 13,6 263
16. Way Panji 2.031 10,0 2.041
17. Way Sulan 1.530 33,0 1.563
Kab. Lampung Selatan 34.604 1.448 36.052

B. Peta Spasial Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten
Lampung Selatan



105°39'30°E
[

u.jﬂou

105°43°0°E
. sigp0a

105°4630°E
= l

PEMERINTAH

g KABUPATEN LAMPUNG SE LATAN
KEC.PENENGAHAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH

KECAMATAN BAKAUHENI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
_ r “ATTA
3 :

U

A

Skala 1.55.000

G KEC.KETAPANG
\ BEMAMA ./
KEC.RAJABASA / \

a 05 1 2 3 &
N, KABLAMPUNG SETATAN /\
1o it \
in

Km

Sistem Proyeksi © Transverss Mercator - Dalum - WGS 84
Sistern Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 5

INDEKS PETA
m ¥ AT
uy

i
\

__nmﬂ.w,b;_._n‘mz_

A

P

KETERANGAN :

® Ibukola Kabupaten
. Kola Kecamatan
it Bates Kabupaten
—--—--~ Batas Kecamatan

-------- Batas Desa

8  Bakauneni Harbuor City

KAWASAN PERSAWAHAN ;
#® P28 (Luas 18 Ha)

Sumter Pals
Bl e gumon e P “abiaran Bt Suin B384 seiuswn DG
- Fargoiahan Swis RBE2K Snsuoste _amootg Sentas Kekiaen Bid, 3017
- Fals ta-ngen lalns Diass Snn Sega Keseselem Jamoung Seaan swn Dot Jamgan oalen TOL, 2007
- Enley avge - e Permgncagn nomar § Tenves 7022
~Bates it _amisng Fenmencagn nomes § Tahyn 2022
1083930 MLk

Batas wawt . _ssnten Semwectagrt Somar 2 Tahun 2071
1 - Batrmei BATHAS Data Kedalaman _aut (Sambes 3K3) 200°
000 o as




105°2¢0°E
1 548000

105 w00 105°% '8

105°30730°E

5 “xmotmmgc MATARAM

.
e
|
|

5920'
1
|
|

535905
L
|
|
|
|
|

ulpm

KEC.SIDOMULYO KEC.WAY PANJI |
* .I|-ﬂ||..lhl.|||. —

KEC.KALIANDA

KAB.IAMPUNG TIMUR

KEC.PALAS

£58% PEMERINTAH
Jallhe KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH
KECAMATAN CANDIPURO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

U

A

Skala 1:70.000

0 05 1 2 3 4
Kim

Sistem Proyeksi | Transverse Mercator - Datum - WGS 84
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 8

INDEKS FETA

@  Ibukota Kabupaten

. Kotz Kecamatan

Batas Kab

Batas K
<-se---- Batas Desa
KAWASAN PERSAWAHAN :

& LP28B (Luas 6.888 Ha)
@' LCP2B (Luas 2893 Ha)

o "

L
105:3930%

-Betas amsal _amfm Symeadags lienor 2 Tehes T03




20, -
i = o o o fZ5) PEMERINTAH
m _ Wl KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KABLAMPUNG TIMUR

\r..____)..-/.__-luJ\\U - CHT ST PV SN i

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

e

M M/\_?.mrﬂaw.../

f). : PETA LAHAN BAKU SAWAH
< M KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

\_\. Q/\\J“IJ lm Sistern Proyeksi | Transverss Mercator - Datum © WGS 88

2. Sistem Grid : Grid Geograll dan Grid UTM Zone 488
7 v 1 INDEKS PETA
) o | _
.r.“rlx\......l..r At _M
FURWOTANI
HNARRZSERI - P w
F |
\\I .I.J.!./J.ff.. ! b
e T |.|-||IJ L T
gt KETERANGAN :
w. nnnnnn
3 “ vh& { lm @  ibukola Kabupaten
L 3
: o % gl i o ®  Kola Kecamatan
m il @24 5. I AMPUNG SETATAN \f)?s:.-... o e / I 5o A s Gt il SR I 0 ..m
Z s = SR S T Z| —-—-~ Batss Kabupaten
ssssssss F \. w. 8 = I
MARGODADI

KAWASAN PERSAWAHAN :

. ///A. ~-m Batas Kecamatan
\w/\/J -------- Batas Desa

&® LP2B (Lues 2.806 Ha)
4" LCP2B (Luas 152 Ha)

“‘W
9410000

KOTA BANDARTAMPUNG

Fetr Jangm Jean Duaws Sng Vargs Nesuclin smoung Selean den Cais Jeingen Jalan TOL, 20°7
- Bt _amyal - Salam Permaneagn nomar B Tahun 2027

w - Babes s _amibwng Fa nomer § Tanan 2022

| - Hatas el - _amlin Se-mendag Mowor 12 Tehon 2022
- Eatneis BATAS Kedsiaman bt (Bemie §93) 7037
oz ] 1053008 e

Bumtat Fete
- Eatnd Admsnpiran Dewumser ar PRt Adm nten Glsaan FPET-EIC dan Fee SR04 aisan 3G
- Fangoushan Swia R SQ3K Kaeouoaten _smowg Seistan Hakaan 863, 3017




105°28'0°E 105°36'C°E

: g e sl i i i ol ey i 25 PEMERINTAR
il KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B

KEC.SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH

KECAMATAN KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
A
Skala 1.80.000
o 05 1 2 3 4 5 &
T E— R —S—<r

Sisiem Proyeksi | Transverss Mercator - Datum | WGS 84
Sistem Grid : Grid Geografl dan Grid UTM Zone 48 8

INDEKS PETA

®  ibukola Kabupaten

L] Kotz Kecamatan
—-w=u= Eatas Kabupaten
—--—-— Balas Kecamatan
===-=--- Batas Desa
KAWASAN PERSAWAHAN :

#F  LP2B (Luas 2.974 Ha)
" LCP2B (Luss 1827 Ha)




..m.%“.mn_qm s4gpa au.u.m.s.m s4g900 _a.mgﬁ %3000 ﬂv B PEMERINTAH

. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH
KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

|
|
|
P
|
g
2F

WW KEC.MERBAU MATARAM

0 KEC.WAY SULAN
T

£t A
Skaia 1.80.000

0 05 1 2 3 4 5 &
I —— EooL = T

sefBlNG TANSIHGRATY

Sistern Proyeks: : Transverse Mercator - Datum : WGE 84
Sistem Grid : Grid Geografl den Grid UTM Zone 48 5

TAHJUNGAGUNG

INDEKS PETA

sasdoon

KEC.CANDIPURO

J .Ir/ VJ.\ . \Vﬁ) . f.-,,...\-mmu.‘\\ ) \n\
J R g
\xmn.gﬂ_mczo _ . .\ Y ol &rasﬁmnﬁ

1
SAT0S

e V4 ¥ { T RNETAN N GAN
S BABATAN _f o
b,

&  |bukols Kabupaten

L4 Kola Kecamatan

—-—-= Batas Kabupaten

saakooo

—--—-—~ Batas Kecamatan

KAWASAN PERSAWAHAN :
& 1P28 (Luae 151 Ha)

@ LCP2B (Luas 705 Ha)

|

BumberPeta
KEC.KALIANDA ~Hatan Adminisines Sevemiser car Faia Agmminius| <ekiaren FEA-BI den Pots TEIEL slusn HC
Fangonan Puis RBEIK Kaseowten _mmos~g Setwian Kaun-en 515, 2017
< Puin Jacgen Jswn, Dees Sra Veige Kivoule _Smoung Seaan der Dis Jemgen el TOL 20T
- Bales _amsal - Saiam Parmgnciage ool Tevsn 1621
~Hates _amsel - _aintang Permancagn nomar & Teun 1622
+fintey sl - _amiiin Senwsdugd Nawnor 1T Tehen 2022
- Babmatd BATHAS. Cista Kadulaman aut (Sumbe- S13) 2027
‘N-s

105220




105"50'0°E
1

o7

105'63'0E

7]

Feng PEMERINTAH
& KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH

KECAMATAN KETAPANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
A

Skala 1:100.000
0 05 1 2 3 4 5 5

Km
Sistem Proyeksi . Transverse Mercator - Datum - WGS B4
Sistem Grid : Grid Geografi den Grid UTM Zone 48 5

INDEKS PETA

B

% g0y

KETERANGAN :
@  Ibukola Kabupaten

. Kota Kecamatan

m = Bates Kabupaten

—--—--= Batas Kecamatan
-------- Balas Desa

KAWASAN PERSAWAHAN :
& P28 (Luas 1.658 Ha)
@ LCP2B (Luas 63,4 Ha)

Sambar Pueia -

- Bwtan barsmnser cane Pl - REIG dan Pute BEIS auaen 3G
- Fangoahar Seta A3EN Kasuseten _smoup Seisten Kelui-en 343, 2017

- Ppta Jaingan Jaiss Disws Sna Vargs Kaosoahen _amousg Beisten gas Duts Jaongan Jalss TOL 2007
- Baies _pas! - dainen Persmcagr nomsr § Tewun 2022

- Baten sl - _amiwng Farmsncagn nomes & Tanun 2022

- Bales _wmeml - _mmiie Pemendag Tiemar ‘3 Teken 3032

Batrmeti BATWAS Dats Kudsaman _at (Gambe- 353, 702




105 180 S spl 2 0'E sggos - ssqpso TRy \ PEMERINTAH

b KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

| o F'\//N!
KEG.JATIAMG__ /-—“'-*'—'—"'_'
WA |

g_qz-i_‘j"" e vl ==F 3

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2ZB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEC.TANJUNG SARI PETA LAHAN BAKU SAWAH

KECAMATAN MERBAU MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

k
* Skala 190.000
EC.TANJUNG BINTANG D 05 1 2 3 4 5 8
| e mm—— S

Sigtem Proyaksi | Transverss Mercator - Datum | WGS 84
Sistem Guid ; Grid Geografl dan Grid UTM Zone 485

INDEKS PETA

KOTA BANDARIAMPUNG //

-

N\ R —
7 N
/ uﬂ‘}" 4
,u"- KARTAMRBIING, ATAN
Y o

-n\.u.-am}.k (1 g

KETERANGAN :

@  Ibukola Kabupaten

. Kota Kecamatan
——— - Batas Kabupaten
——e—-= Batag Kecamatan

“ ------- Batas Desa
7\ Batas Pantai

KAWASAN PERSAWAHAN :
AP  LP2B (Luas 662 Ha)
&7 LCP2B (Luas 27.5 Ha)

1
53208

Bumber Petn
~Butes bersumoar dar Py ok FREWEIC don ety THITEC wplusren 365
- Pangoares eis REGIK Kwouosien _amousg Seiran Kssan $13, 2017
-Fgls Jatagan lats Dinm Sira Vanga Kavaoeien _amousy Setetsn dan Dats Jaingen alan TOL, 307,
-Eatey _amvead . Balam Parrancage nomor § Tehys 2022
-Batas pre! - _amizng Pernencagn no=es § Tanun 202
-Butes avaed . _ambn Pemeadeg Nemor 12 Tahen 202

L] —aull (Sumbe- 31309

KEC.SIDOMULYO

:
102005

sashos




51230 Bson0

ﬁl?uull

Hliﬂ“

5"1B0TS

.Iiﬂ(m

518000 10541 .
*‘ ‘0%00 w 105 1’% “?‘
KABLAMPUNG TENGALI

{Z5) PEMERINTAH
B KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KOTA METRO

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH
KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RULUNG < ELDK

KABLAMPUNG TIMUR

U

A

Skala 1:90.000

1 2 3 a S g 7

B JKm
Sistem Proyeksi : Transverss Mercator - Datum - WGS 84
Sistem Grid : Grid Geograf dan Grid UTM Zone 48 §

INDEKS PETA

Ibukota Kabupaten
Kota Kecamatan

Batas Kabupaten

Batas Ki d

- Batas Desa

KAWASAN PERSAWAHAN :
A LP2B (Luas 4 482 Ha)
4" LCP2B (Luas 1385 Ha)

KAB.PESAWARAN

KOTA BANDARIAM

| SembarFem

| - Bates Adrmueiras besumoer oar Pein Adm mintaal <slarme FPEV-BIG dan Fetn ABIISA weluoren 5IG
| - Pangaahan Fnis RSCTE Kaousmten _ainoej Selumn Kalswan 263, 2017

- Pata Jarigan Jakan, Dines S Vegs ammng Selatan dan D Jodngan Jalan TOL 2007
- Eatss amanl . Sl Fa w2

Eates Se-merdagi
- Batimrt| BATHAS Date Kndatamren —sul {Sombe- 31032621

“&Iﬂ




105*3860°E
I L

105°38'30°E
L

U'I'W

105‘4’31!“%@

)ufm

KEC.CANDIPURO

KAB.TAMPUNG TIMUR

£<5) PEMERINTAH
Ul KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

saadoos

PETA LAHAN BAKU SAWAH

KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
A
Skala 1:70.000
0 05 1 2 3 4 5

Sistem Proyeksi . Transverse Mercator - Datum : WGS 84
Sistem Grid : Grid Geografl dan Grid UTM Zone 48 §

L] Lo INDEKS PETA
KEC.WAY PANJI
'’
L \KEC.PA AS
"“;‘; — @  Ibukoia Ksbupaten
e ouly B‘ ®  Kota Kecamatan
KAB.ILAMPUNG srun]l ek oG AT ¢
—-~—--~ Batas Kabupaten
Batas |
g- A T T 11 ‘_5 ----=--~ Balas Desa
8 it %| Kawasan PERSAWAHAN :
@ LP2B (Luas 5416 Ha)
4" LCP2B (Luss 89,1 Ha)
{ 1
|
KEC.KALIANDA '
|
H KEC.PENENGAHAN K
e Fl
Sumtar Palm
g g8 KECKETAPANG | f eiremmmmmmrminm g g o e o
2 EEOW Gl e e M :;uxlw‘__n:::nw ez mqumw:u.mq-.-m w1
> — Bt
J5380E oag oo agiies




105" 30°30°E 105"43'0°E
fped 1 s7400 e

B PEMERINTAH
| KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B

[ KEC.SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEC.PALAS ' o

/ PETA LAHAN BAKU SAWAH
KECAMATAN PENENGAHAN

/ KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
/ v

£ H A

Skala 1:60.000

o 05 1 2 3 4
a Km
. Sestem : T
i)

- Datum : WGS 84

KEC.KALIANDA

Sistem Geid Gﬁwnmsrﬂmzoneﬂs
INDEKS PETA

KETERANGAN :
-g &  Ibukoia Kabupaten
. Kola Kecamatan
KEC.KETAPANG

—wumeem Batas Kabupaten

=" Batas Kecamatan

54608
L
:
g
€

g KAWASAN PERSAWAHAN
F @ P28 (Luas 962 Ha)

LCP2B (Luas 97.9 Ha)

BumberPeta

et A Sumoes o P etsaran FREVE-BIG dan Detn REIISK velvaan 3IG
‘} -Prnpoahan Seia RS0 Kaouoainn _amoung Seistan Kekis-an 545, 2017
lf*m .

1E§ '39=£'E wﬁm ! Oldlﬂﬂ

- Pt Jadingan Jakan . Dinas Sina Vaspa Kaboceien _amadng Selsian din Deia Jadiegan Jakes TOL 20°7
AL

:ur- -ameel - Salam Pameendage umrll‘m& )ﬂi“.;:

- Batss _smsel . _amisng Parmancagn nemar § Tavan 2022

- Bates _aweal. _omtin Se-mandagd Nomer 12 Tahan 2022
sathog | - BUOTeHEATNAS Duts Kedslamah Lt (Bamber B3 2t




'S

105°38'0°E 105*
L = 10 s g 58 PEMERINTAH

= KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEC.KALIANDA

PETA LAHAN BAKU SAWAH
KECAMATAN RAJABASA
it i —5 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

U

&

R KEC.PENENGAHAN mﬁsc.om

a 4

INDEKS PETA

————
. TANJUNGGADNG “'--_‘__ _______ __.-._._“.'_.-———/\.\ o 0.5 1 2 Kin
T e o Sistem Proyeksi | Transverse Mercator - Datum : WGS 84
i g ) / Sistem Grid ;: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 §

n _.___/ : "’/ / },B LMJ,}*GM_‘!N\

// ;
i‘{:ﬁ/ s //

e

KETERANGAN :
@  Ibukols Kabupaten

. Kota Kecamatan

Batas Kabup
—--—--- Batas Kecamatan
4 -------- Bates Desa
g —
b & "\~ BatasPantsi
KAWASAN PERSAWAHAN :

@  LP2B (Luas 308 Ha)
4" LCP2B (Luss 07 Ha)

Mllrm
dwn Fyta QR0 wpluarmn SHE

‘besumoer car A aran L)
lmn Puts AEEI ARUSAE _Imou g Seisian Keuaan i, 2017
- Fels dangen licen, Disas Sne Vasga Keoaotten _smoung Selwies den Cuia Sedegan oalen TOL, 20°7
- Hates _smuni - Salam Papmencagn somer § Tian 2023
- Hytms vl - _amiteng Fermandege somer § Tanun 2623
~ates _wmsel - amiin Pe-mendag Nomor 12 Tahun 2621
. = 3302




U!.Wﬂ

105°20°0°E
i

KEC.KATIBUNG

KEC.CANDIPURO
|

KI':'C-I(ALIA&TA
|

< m

i

PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH
KECAMATAN SIDOMULYO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

U

A

Skaia 1:60.000

2 3 4

Km
Sistem Proyeks: | Transversa Mercator - Detum | WGS Bd
Sistem Grid : Grid Goografi dan Grid UTM Zone 48 8

INDEKS PETA

KETERANGAN :

—-=.= Batas Kabupaten

KAWASAN PERSAWAHAN :

@ P28 (Luss 1685 Ha)

2

Bumtar Faim

L3 Ibukota Kabupaten

. Kotz Kecamatan

LCP2B (Lugs 2118 Ha)

can Feta Ade narasl delamn F!MO o Pute REISC askuaan BIG
-Pats Jathgen Jolan, (heas Bina Varga Py,

oy e 12 Tahun 2022
atnati BATHAS ﬂulﬂhlnln Lt iSumber 35 2027




wpars

ﬂ?rﬂ

105°42'0°E
1 §85500

105°46"30°E
585030 p

H?BI

105°200°E

KEC.PENENGAHAN iy .

)
105°430°E

KABLAMPUNG TIMUR

FAIIPATEN LAMPUNG THMULR

L

22

BANDARAGUNG

KEC.KETAPANG

L
105°46°30°E
o r Lame

£=2% PEMERINTAH
s KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH

] Pen

KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

59505

i
Skala 1:60.000
o 0,5 1 2 3

4 5

Sistem Proyeksi . Transversa Marcator - Datum | WGS 84
Sistemn Grid ; Grid Gaografl dan Grid UTM Zone 48 5

INDEKS PETA

KETERANGAN :

®  Ibukola Kebupalen

Kola Kecamatan

Batas Kabupaten

Batas Hecamatan

KAWASAN PERSAWAHAN :
@ 1P2B (Luas 2023 Ha)

@ LCP2B (Luas 30 Ha)

muPl-

bersummer dar sk AN GPHH!G 0o Poas REGISK raivaran BIG
ar Stz ASCH KBSusaten _BMmoc'y e Ketean 313

- Fatm Jatngan Jaian, Dines S Veipa Koot Jmuumm ..n-Jctn— <alan TOL, X017
- Hatwn il - Selam

mqaa‘rmsm. Kasdalampn _mul (Sember S4G; 3020




g

B

wuw

unr:un

KOTA RANDARLAMPUNG

i eincil]

EARTAMPUNG TINTR

KABTAMPUNG\SETATAN <= =

St

KEC.TANJUNG SAR!

J BUSLESTAR]
o

KEC.KATIBUNG

ks i

{&3 TAMPUNG TIMUR

KEC.WAY SULAN

5 !m 4odo0o

{Z5) PEMERINTAR
Sl KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH
KECAMATAN TANJUNG BINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

witboon
-

-]
<m

Simem Proyeks - Transverss Mercator - Datum | WGS 84
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 §

INDEKS PETA

.lb!ﬂﬂﬂ

KETERANGAN :

®  bukota Kabupatsn

. Kole Kecamatan

KAWASAN PERSAWAHAN :
@ P28 (Luss 781 Ha)

" LCP2B (Luas 1747 Ha)

SemterFals
- yims.

war vk aran ERET-HI0 dan Pete TATE pbuacwn 31G
-Fengoahan Seta FS02K Kibuoates _emoetg Seielan Kelees 313, 2017
Fels Jagen laim . Dieas Sine Viergs Keoioslen _amoung Setgian den Zeis Jasngen slan TCL 2077

- Batas _amsal Samen Panrencags somor § Tehan 2631
- Hates _asel _anitw,

-Batan amial- ntim

Farmuncage nomer § Tas:
- r s

e
Momer 11 Tahua 2022
caut (Samber 24GH 2021




5'18'0°S

ﬁ!imn

105°29'0°E

IH?W 2

105°25°30°E
L

|W“E

§5°21'30"s

Dﬂwﬂ

et v

e

KEC.JATIAGUNG
|

PURWODADIDALAK

KEC.TANJUNG BINTANG

KAB.LAMPUNG TIMUR

{
[ KEC.MERBAU MATA
I)

iz

w8 PEMERINTAH
! KABUPATEN LAVIPUNG SELATAN

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH
KECAMATAN TANJUNG SARI

m‘n_un

E KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
) U

A

Skala 1:60.000

o 05 1 2 3 4 5

Sistem Proyeksi . Transverse Mercator - Detum | WGS 84
Sistem Grid - Grid Geografl dan Grid UTM Zone 48 §

INDEKS PETA

1 !Dﬂﬂ

KETERANGAN :
@® Ibukota Kabupaten

. Kota Kecamatan

—-—--= Balas Kabupatan

1
521308

—--—--— Batas Kecamatan

KAWASAN PERSAWAHAN :
P LP2B (Luas 249 Ha)
LCP2B (Luss 13,6 Ha)

wiodoos

BumlerPela

- Batay Adrensiras be-tum=r 0ar Fet Aommnmtasl cslamas APEY-El
| (2] - Fumpoiahan Swis ASEAK Keuosten _smoung Setse Kausen 313,
-Fats awgen Jaian, Cinas Sne Yarga Kaoooates _smsng Selsien den Tela Jarngan caler TOL 2007
- Buies _wrani - Saism aomar B Teven 2023

- Ewtes _wwedi - mbeng Fermencagn nomer § Tansn 1022

;&l‘!! Peta 21251 pluammn BIG.

Bates sl - _smbm Seemengag- Nemer ©2 Tahun 3031
a MikS Data Kutaismas _gol {Sumbe: BHE: 2021

whos o 90

ss2h00




H*I‘N

105"36'0°E
i

5°35'30"S

ﬂ?im

105°W'30E
1

miﬂﬂb

KEC.SIDOMULYO

KAB.IAMPUNG SELATH ;

KEC.CANDIPURO

KEC.PALAS

AB. LAMPUNG TIMUR

PEMERINTAH
s KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

f=1

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH
KECAMATAN WAY PANJI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

T

A

Skala 1:50.000

o 05 1 2 3 4

Sigten Proyeksi : Transversa Mercator - Datum | WGS 84
Sisten Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 5

INDEKS PETA

KETERANGAN :

@®  ibukola Kabupalen

_g . Kota Kecamatan

—--—--= Batss Kahupaten

—--—--— Batas Kecamatan

KAWASAN PERSAWAHAN :
& LP2B (Luas 2.031 Ha)

4" LCP2B {Luas 10 Ha)

Bumbat Pale

- Balas Adminsiras besemoe car Pt Aseaisiras Gelens FRETLEND der Teis FEIZIE aslusean SIC
an Pl FEQEN Keouoster nosg Seteten Kelieen 353, 2017

Fala Jegen san Dinns Sina Vergs Mesuzalen amouny Sesisn den e Jengan oales TOL 7007
-Bules _ames| - Baiam Pemmencagn namor § Tevun 2622

10860

s

-Bams _ames - _amieg Permencagn nemer § Tahus 2622
Baina _ameel - _amtim Se-mwadagr Nomer 2 Tahun 2522
ot Sumbe Big) B020




521%0S

5°300°S

105°300°E

ot il

!05'_1[5'0"!" w

KEC.MERBAU MATARAM

KABIAMPUNG SETATAN
KEC.KATIBUNG

KEC.CANDIPURO

KAB.ILAMPUNG TIMUR

PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

-

PENYUSUNAN PERUBAHAN PERDA LP2B
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PETA LAHAN BAKU SAWAH
KECAMATAN WAY SULAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

T

A

Skala 1.40.000
] 05 1 2 3

Sistom Proyeksi  Transverse Mercalor - Daturm  WGS 34
Sistem Grid | Grid Geografl dan Grid UTM Zone 48 5

527308

INDERS PEIA

KETERANGAN :
®  Ibukola Kabupaten

- Kota Kecamatan

e - Batas Kabupaten

Batas Kecama

KAWASAN PERSAWAHAN :
&P P28 (Luas 1530 Ha)
4" LCP28B (Luas 33 Ha)

g Eemper Prin
o

. Butan Ariew s ahae heal it e Pets domaatral et ean FERYSIE qan Pals TRTGE cm e R
- Prngoishar et RS 25K Lisinalen amoueg Seeter Keeawr 35 2007

- Fyle Javingm Semn, Inm B s Vargs asvoetn _ancong Selate S Date da e get Jalen oL W
- Lt - Bagm P prmencagn nomer § Tewn 26D

- Evtin el - _pmimng Parwrcagn nomss § Toves 2050

- Wetey _areowi - _wmis Secmesgagri Ve or 1 Tehan 1322

Dommnevi DaT a0 Duln Ko Jewmnan & iemle 300 JT20

I
Igs'ﬁﬂ'E

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

b NANANG ERMANTO




